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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja 

 Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah 

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah.1Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh jabatan Pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintah.2 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertenti, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.3 

Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki masa kerja 

yang disesuaikan dengan masa perjanjian kerja dengan pemeritah. Masa kerja yang 

akan dijalankan bergantung pada kebutuhan instansi pemerintah terkait. 

Pembedanya dengan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yaitu selama 

bekerja seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak 

memiliki Nomor Induk Pegawai seperti layaknya seorang PNS. Selain itu Seorang 

Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memperoleh Jaminan Pensiun, 
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Jaminan hari tua serta fasilitas seperti pegawai negeri sipil yang dijelasan pada 21 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.4 

1. Hak, Kewajiban dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara 

a. Hak Aparatur Sipil Negara 

Berdasarkan Undang-Undango Nomoro 5o Tahuno 2014o Pasal 21o tentang Hak-hako 

Pegawaio Negerio Sipilo (PNS) adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan 

diperoleh, antara lain 5 :  

a. Gaji, Tunjangan dan fasilitas ; 

b. Cuti ; 

c. Jaminano pensiuno dan jaminano hario tuao ; 

d. Perlindungano ; dano 

e. Pengembangan Kompetensio ; 

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK berhak memperoleh 6 : 

a. Gaji dan Tunjangano ; 

b. Cutio ; 

c. Perlindungan; dano 

d. Pengembangan Kompetensi.o 
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b.  Kewajiban Pegawai ASN adalah 7: 

a.  Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 

b.  Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ; 

c. Melaksanakan kebijaksanaan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 

d.  Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran 

dan tanggung jawab; 

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan  

g. Menyimpanrahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia ; 

h. Jabatan sesuai denan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

i, Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

C.  Kedudukan Aparatur Sipil Negara 8 : 

a.   Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara. 

b.  Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dipimpin instansi 

pemerintah 
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c. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan 

partai politik. 

d. Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara 

1) Pegawai ASN berfungsi : 

a. Pelaksana Kebijakan Publik ; 

b. Pelayanan Publik;, dan 

c. Perekat dan Pemersatu Bangsa. 

2) Pegawai ASN bertugas: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan  

c.  Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pmbangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.9 

B. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil 

Makna Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kamus umum Bahasa Indonesia, 

“pegawaio” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, kantor dan 
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sebagainya), sedangkan “negerio” berarti negara atau pemerintah. Jadi pegawi negeri 

sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.10 Pegawai negeri sipil 

yang selanjtnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh jabatan Pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.11 Melihat Undang-Undang lain 

yang berlaku, terdapat pengertian Pegawai Negeri Sipil yang sedikit berbeda 

dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan pegawai negeri sipil 

yang dimaksud oleh Undang-Undang ini, meliputi juga orang-orang yang 

menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum lain yang menggunakan 

modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.12 

Berhubungan dengan makna pegawai negeri atau seseorang bisa dikatakan 

sebagai pegawai negeri jika seseorang tersebut memenuhi sejumlah unsur yaitu : 

 a. Memenuhi kriteria syarat-syarat yang diatur; 

 b. Dilantik oleh pejabat yang berwenang; 

 c. Diberikan tugas dlam sebuah jabatan Negara lainnya; dan 

 d. Diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Berdasarkano pengertian pegawai negeri yang berlaku dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian, dapat 
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dilihat adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dari seorang untuk dapat 

disingkat sebagai pegawai negeri sebagai berikut:13 

a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditemukan 

dalam peraturan perundang-perundangan. Ketentuan mengenai persyaratan 

tentang syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai pegawai negeri diatur  

dalam peraturan pemeintah nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan atas 

peraturan pemerintah nomor 89 tentang pengadaan pegawai negeri sipil yang 

menentukan persyaratannya adalah sebagai berikut : 

1) Warga negara republik Indonesia  

2) Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tinggnya 35 tahun  

3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana 

kejahatan; 

4) Tidak pernah dihentkan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dan/atau 

tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak 

hormat sebagai pegawai swasta; 

5) Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri; 

6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan; 

7) Berkelakuan baik; 

8) Sehat jasmani dan rohani; 

9) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia 

atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; 

10) Dan syarat lain yang ditentukam dalam persyaratan jabatan. 
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a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan mengangkat, menidahkan dan memberhentikan 

pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Diserahi tugas didalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara liannya. 

c. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Undang-undang aparatur sipil negara menggantikan undang-undang pokok 

kepegawaian dan sebutan pegawai negeri sipil dirubah menjadi aparatur sipil 

negara. Pengertian pegawai aparatur sipil negara yaitu pegawai negeri sipil serta 

pegawai tidak tetap pemerintah yang dilantik oleh pejabat yang berwenang secara 

kompetitif dan mengacu pada asas merit dan diberi tugas untuk melakukan tugas-

tugas pembangunan negara dan tugas pemerintah, memilliki nilai-nilai dasar, 

profesional, bersih dari intervensi politik, beretika profesi, terbebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme serta digaji berdasarkan aturan yang berlaku. 

1. Penggolongan Pegawai Negeri Sipil : 

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya berasal 

dari belanja negara serta anggaran pendapatan. Pegawai Negeri Sipil tersebut 

bekerja di departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan 

lembaga negara, instansi vertikal di daerah Provinsi Kabputane/Kota.Pegawai Sipil 

Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

gajinya dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja 



padapemerintah daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan 

diluar instansi induknya.14 

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan 

diluar instansi utama gajinya ditanggung oleh instansi yang mendapat bantuan 

kerja. Pejabat yang memiliki wewenang tersebut bisa melantik pegawai yang tidak 

tetap. Definisi dari pegawai tidak tetap ialah pegawai yang diperkejakan untuk masa 

waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pembangunan serta pemerintah yang 

bersifat teknik administrasi serta profesional, sesuai dengan kebutuhan serta 

kemampuan dari organisasi tersebut. Pegawai Tidak Tetap tidak dikategorikan 

sebagai Pegawai Negeri. Pemberian nama Pegawai Tidak Tetap memiliki makna 

sebagai di luar Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Istilah 

Pegawai Tidak Tetap merupakan salah satu usaha prefentif pemerintah dalam 

kebutuhan pegawai yang sangat banyak tetapi terbatas oleh dana APBN atau APBD 

dalam sistem penggajiannya. 

C. Tinjauan Umum tentang Disiplin  

Pengertian disiplin bisa diartkan sebagai sebuah hukuman, meskipun arti yang 

sejatinya bukanah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin yaitu “Disciplina’’ 

yang bermakna pendidikan atau latihan kerohanian serta sopan santun atau tabiat. 

Maka sifat disiplin berhubungan dengan pengembangan siap yang bak bagi 

pekerjaan.15Disiplin adalah sikap atau tindakan seseorang yang secara ikhlas 

mematuhi segala macam norma-norma serta peraturan yang berlaku, disiplin 
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merupakan kegunaan operatif sumber daya manusia yang utama karena ketika 

tingkat kedisiplinan seseorang semakin tinggi maka meningkat pula prestasi dalam 

bidang pekerjaannya.  

Tanpa adanya disiplin yang baik, tentu sulit bagi seseorang untuk mencapai 

keberhasilan secara maksimal. Didalam disiplin harus dilaksanakan didalam suatu 

organisasi, karena tanpa adanya sikap disiplin yang baik maka sulit bagi suatu 

organisasi untuk bekerja secara maksimal dan mewujudkan tujuannya. Sikap 

disiplin adalah faktor keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan pada 

pelaksanaannya adaibanyakifaktor yangimempengaruhiitingkatiseseorang dalam 

sebuah organisasi, antara lain yaitu kemampuan, tujuan, keteladanan pimpinan, 

balasa jasa, sanksi hukuman, keadilan dan hubungan kemanusiaan.16 

Berdasarkano Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

PegawaiiNegeriiSipil Pasali1iayati1, yang dimaksudidenganiDisipliniPegawai 

NegeriiSipil adalahikesanggupaniPegawaiiNegeriiSipil dalamimenaatiikewajiban 

dan menghindariilaranganiyang sudahidiatur dalamiperaturan perundang-

undangan danatau peraturan kedinasaniyang apabila tidakiditaati atauidilanggar 

akan dijatuhi hukuman disiplin.17 
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Kewajibano dano larangano bagio pegawaio negerio sipilo juga diaturo dalamo Peraturano 

Pemerintaho Nomoro 53o Tahuno 2010o tentango Disiplino Pegawaio Negerio Sipilo Pasal 3 

dan Pasal 4. Kewajiban PNS diatur dalam Pasal 3 antara lain: 18 

Setiapo PNSo wajibo : 

1. Mengucapkano sumpah/janjio PNSo; 

2. Mengucapkano sumpah/janjio jabatano; 

3. Setiao dano taato sepenuhnyao kepadao Pancasilao, Undang-Undango Dasaro Negarao 

Republiko Indonesiao Tahuno 1945o, Negarao Kesatuano Republiko Indonesiao dano 

Pemerintaho; 

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Melaksanakano tugaso kedinasano yango dipercayakano kepadao PNSo dengano penuho 

pengabdiano, kesadarano, dano tanggungo jawabo; 

6. Menjunjungo tinggio kehormatano negarao, Pemerintaho, dano Martabato PNSo; 

7.Mengutamakano kepentingano negarao daripadao kepentingano sendirio, seseorang, 

dan/atauo golongano; 

8.Memegango rahasiao jabatano yango menuruto sifatnyao atauo menuruto perintaho haruso 

dilaksanakano; 
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9.Bekerjao dengano jujuro, tertibo, cermato dano bersemangato untuko kepentingano negarao; 

10.Melaporkano dengano segerao kepadao atasannyao apabilao mengetahuio adao halo yango 

dapato membahayakano atauo merugikano negarao atauo terutamao dio bidango 

keamanan o, keuangano, dano materiilo; 

11.Masuko kerjao dano menaatio ketentuano jamo kerjao; 

12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

13. Menggunakano dano memeliharao barang-barango miliko negarao dengano sebaik-   

baiknyao; 

14. Memberikano pelayanano sebaik-baiknyao kepadao masyarakato; 

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

16. Memberikano kesempatano kepadao bawahano untuko mengembangkano kariero;  dano 

17. Menaatio peraturan o kedinasano yango ditetapkano oleho pejabato yango berwenango. 

Ketika kewajiban Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan, maka ada larangan bagi 

pegawai negeri sipil pula yang harus dihindari. Hal ini diatur o dalamo Peraturano 

Pemerintaho Nomoro 53o Tahuno 2010o tentango Disiplino Pegawaio Negerio Sipilo Pasalo 4o 

yaituo:19 

Setiap PNS dilarang : 
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1. Menyalahgunakano wewenango; 

2. Menjadio perantarao untuko mendapatkano keuntungano pribadio dan/atauo orango laino 

dengano menggunakano kewenangan o orango laino; 

3. Tanpao izino Pemerintaho menjadio pegawaio atauo bekerjao untuko negarao laino 

dan/atauo  lembagao atauo organisasio internasionalo; 

4. Bekerjao padao perusahaano asingo, konsultano asingo, atauo lembagao swadayao 

masyarakato asingo; 

5. Memilikio, menjualo, membelio, menggadaikano, menyewakano, atauo 

meminjamkano barang-barango baiko bergerako atauo tidako bergerako, dokumeno atauo 

surato berhargao miliko negarao secarao tidako saho; 

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman o sejawato, bawahano, atauo 

orango laino dio dalamo maupuno dio luaro lingkungano kerjanyao dengano tujuano untuko 

keuntungano pribadio, golongano, atauo pihako laino, yango secarao langsungo atauo tidako 

langsungo merugikano negarao; 

7. Memberio atauo menyanggupio akan memberio sesuatuo kepadao siapapuno baiko 

secarao langsungo atauo tidako langsungo dano dengano daliho apapuno untuko diangkato 

dalamo jabatano; 

8. Menerima hadiahiatauisuatu pemberianiapaisaja dari siapapunijuga yang 

berhubunganidenganijabatan dan/atauipekerjaannya; 

9. Bertindakisewenang-wenangiterhadapibawahannya; 



10. Melakukanoisuatuo tindakano atauo tidako melakukano suatuo tindakano yango dapato 

menghalangio atauo mempersulito salaho satuo pihako yango dilayanio sehinggao 

mengakibatkano kerugiano bagio yango dilayanio; 

11. Mengahalangio berjalannyao tugaso kedinasano; 

12. Memberikano dukungano kepadao calono Presiden/Wakil Presideno, Dewano 

Perwakilano Rakyato, Dewano Perwakilano Daeraho, atauo Dewan o Perwakilano 

Rakyato Daeraho dengano carao : 

a. Ikuto sertao sebagaio pelaksanao kampanyeo; 

b. Menjadio pesertao kampanyeo dengano menggunakano atributo partaio atauo atributo 

PNSo; 

c. Sebagaio pesertao kampanyeo dengan o mengerahkano PNSo laino;dan/atauo 

d. Sebagaio pesertao kampanyeo dengan o menggunakano fasilitaso negarao; 

13. Memberikan dukunganikepadaicaloniPresiden/Wakil Presidenidenganicara: 

a. iMembuato keputusano dan/atauo tindakano yango menguntungkano atauo merugikano 

salaho satuo pasangano calono selamao masao kampanyeo,dan/atauo 

b. Mengadakan o kegiatano yango mengaraho kepadao keberpihakano terhadap pasangan o 

calono yango menjadio pesertao pemiluo sebelumo, selamao, dan o sesudahoo masao 

kampanyeo meliputio pertemuano, ajakano, himbauano, seruano, atauopemberiano 

barango kepadao PNSo dalamo lingkungan o unito kerjanyao, anggotao keluargao, dano 

masyarakaot; 



14. Memberikano dukungano kepadao calono anggotao Dewano Perwakilano Daeraho atauo 

calono Kepalao Daerah/Wakilo Kepalao Daeraho dengano carao memberikano surato 

dukungan oo disertaio fotoo kopio Kartuoo Tandaoo Penduduko atauoo Surato Keterangan o 

Tandao Penduduko Sesuaio Peraturano Perundang-undangano, dan o 

15. Memberikano dukungano kepadao calono Kepalao Daerah/Wakilo Kepalao Daeraho, 

dengano carao : 

a. Terlibato dalamo kegiatano kampanyeo untuk mendukungo calono Kepalao 

Daerah/wakilo kepalao daeraho; 

b. Menggunakano fasilitaso yango terkaito dengano jabatano dalamo kegiatano kampanyeo; 

c. Membuato keputusano dan/atauo tindakano yango menguntungkano atauo merugikano 

salaho satuo pasangano calono selamao masao kampanyeo; dan/atauo 

d. Mengadakan o kegiatano yango mengarah o kepadao keberpihakano terhadapo pasangano 

calono yango menjadio pesertao pemiluo sebelumo, selamao, dano sesudaho masao 

kampanyeo meliputio pertemuano, ajakano, himbauano, seruano, atauo pemberiano 

barango kepadao PNSo dalamo lingkungano unito kerjanyao, anggota keluargao, dano 

masyarakato. 

Bagi Pegawaio Negerio Sipilo yango melanggaro ketentuano kewajiban o dano larangano 

PegawaioNegerio Sipilo dapat diberikan hukuman disiplin. Tingkatan serta jenis 

hukuman disiplin pun bermacam-macam. Hal ini diatur dalam Pasal o 7o Peraturano 

Pemerintaho Nomoro 53 Tahun 2010 tentango Disiplino Pegawaio Negerio Sipilo yaituo :20 
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(1)Tingkato hukumano disiplino terdirio dario : 

a. hukumano disiplino ringano; 

b. hukumano disiplino sedango; dano 

c. hukumano disiplino berato 

(2) Jeniso hukumano disiplino ringano sebagaimanao dimaksudo padao ayato (1) o hurufo ao 

terdirio dario : 

a. tegurano lisano; 

b. tegurano tertuliso; dano 

c. pernyataano tidako puaso secarao tertuliso 

(3)  Jeniso Hukumano disiplino sedango sebagaimanao dimaksudo padao ayato (1) o hurufo bo 

terdirio dario : 

a. penundaano kenaikano gajio berkalao selamao 1o (satu) o tahuno; 

b. penundaano kenaikano pangkato selamao 1o (satu)o tahuno; dano 

c. penundaano pangkato setingkato lebiho rendaho selamao 1o (satu)o tahuno 

(4) Jeniso hukumano disiplino berato sebagaimanao dimaksudo padao ayat o (1) o hurufo co 

terdirio dario : 

a. penurunano pangkato setingkato lebih rendaho selamao 3o (tiga)o tahuno; 

b. pemindahano dalamo rangkao penurunano jabatano setingkato lebiho rendaho; 



c. pembebasano dario jabatano; 

d. pemberhentiano dengano hormato tidako ataso permintaano sendirio sebagaio PNSo; dano 

e. pemberhentiano tidako dengano hormato sebagaio PNSo. 

Setiapo penjatuhano hukumano disiplino ditetapkano dengano keputusan o pejabato yango 

berwenango menghukumo. Keputusano tersebuto disampaikano secarao tertutupo oleho 

pejabato yango berwenango menghukumo atauo pejabato laino yango ditunjuko kepadao PNSo 

yango bersangkutano sertao tembusannyao disampaikano kepadao pejabato instansio terkaito. 

Penyampaiano keputusano hukumano disiplino dilakukano palingo lambato 14o hario kerjao 

sejako keputusano ditetapkano.21 

Jika PNSitersebut tidakisetuju denganikeputusanipejabatiterkait pelanggaran 

disipliniPNS, makaidapatidilakukaniupayaiadministratif , yangiterdiriidari:22 

a.    ikeberatan; dan 

b.    banding administratif 

1.    Keberatan 

Hukumano disiplino yango dapato diajukano upayao administratifo keberatan adalah 

hukuman disiplin sedang yango berupao penundaano kenaikano gajio berkalao selamao 1o 

(satu) o tahuno atauo penundaano kenaikano pangkato selamao 1o (satu) o tahuno yango 

dijatuhkano oleho:23 

                                                           
21Ibid., Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) 
22Ibid., Pasal 32 
23Ibid., Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b 



a.    Pejabato strukturalo eselono Io dano pejabato yango setarao keo bawaho; 

b. SekretarisoDaerah/Pejabato strukturalo eselono IIo Kabupaten/Kotao keo bawah/Pejabato 

yango setarao keo bawaho; 

c.   Pejabato strukturalo eselono IIo keo bawaho dio lingkungan o instansio vertikalo dano unito 

dengano sebutano laino yango atasano langsungnyao Pejabato strukturalo eselono Io yango 

bukano Pejabato Pembinao Kepegawaiano; dano 

d.   Pejabato strukturalo eselono IIo keo bawaho dio lingkungan o instansio vertikalo dano Kantoro 

Perwakilano Provinsio dano unito setarao dengano sebutano laino yango beradao dio bawaho 

dano bertanggungo jawabo kepadao Pejabato Pembinao Kepegawaiano. 

Prosesnya: 

a. Keberatano diajukano secarao tertuliso kepadao atasano pejabato yango berwenango 

menghukumo dengano memuato alasano keberatano dano tembusannyao disampaikano 

kepadao pejabato yango berwenango menghukumo. Keberatano diajukano dalamo 

jangkao waktuo 14o hario, terhitungo mulaio tanggalo yango bersangkutano menerimao 

keputusano hukumano disiplino.24 

b. Pejabat yang berwenang menghukum, harus o memberikano tanggapano ataso 

keberatano yango diajukano oleho PNSo yango bersangkutano. Tanggapano 

disampaikano secarao tertuliso kepadao atasano Pejabato tersebuto, dalamo jangkao 

waktuo 6o (enam) o hario kerjao terhitungo mulaio tanggalo yango bersangkutano 

menerimao tembusano surato keberatano.25 

                                                           
24Ibid., Pasal 35 
25Ibid., Pasal 36 ayat (1) dan (2) 



c. Atasano pejabato tersebuto wajibo mengambilo keputusano ataso keberatano yango 

diajukano oleho PNSo dalamo jangkao waktuo 21o hario kerjao terhitungo mulaio tanggalo 

yango bersangkutano menerimao surato keberatano.26 

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat o yango berwenango menghukumo 

tidako memberikano tanggapano atasikeberatan, makaiatasan pejabatitersebut 

mengambilo keputusano berdasarkano datao yango adao. Atasano pejabato yango 

berwenango menghukumo dapato memanggilo dan/atauo memintao keterangano dario 

pejabato yango berwenango menghukumo, PNSo yango dijatuhio hukumano disiplino, 

dan/atauo pihako laino yango dianggapo perluo.27 

e. Atasano Pejabato yango berwenango menghukumo dapato memperkuato, 

memperingano, memperberato, atauo membatalkano hukumano disiplino yango 

dijatuhkano oleho pejabato yango berwenango menghukumo yango ditetapkano dengano 

keputusano.28 

f. Keputusano atasano pejabato yango berwenango menghukumo bersifato finalo dano 

mengikato. Apabilao dalamo waktuo lebiho 21o hario kerjao atasano pejabato 

yangoberwenango menghukumo tidako mengambilo keputusano ataso keberatano, makao 

keputusano pejabato yango berwenango menghukumo batalo demio hukumo.29 

2.    Banding Administratif 

                                                           
26Ibid., Pasal 36 ayat (3) 
27Ibid., Pasal 36 ayat (4) dan (5) 
28Ibid., Pasal 37 ayat (1) dan (2) 
29Ibid., Pasal 37 ayat (3) dan (4) 



Andaidapatimengajukan bandingiadministratif jika Andaidijatuhi hukuman 

disipliniberatiberupa: 

a.    ipemberhentiano dengano hormato tidako ataso permintaano sendirio sebagaio PNSo; dano 

b.    pemberhentiano tidako dengano hormato sebagaio PNSooleho Pejabato Pembinao 

Kepegawaiano atauo Gubernuro.30 

Upaya hukum banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian.31 

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jikaiupaya hukumiadministratif (keberatanidan/atauibandingiadministratif) 

tersebutitelaho ditempuho dano pihako yango bersangkutano masiho tetapo belumo merasao 

puaso, barulaho persoalannyao dapato digugato dano diajukano keo Pengadilano Tatao Usahao 

Negarao.32Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak mengatur secara jelas 

pengertian dari disiplin. Tetapi padao pasalo 5o ayato (2) o Undang-Undango Nomoro 

5oTahuno 2014o hurufo bo dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara wajib 

melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.33 

D. Tinjauan Pustaka tentang Sengketa Kepegawaian 

                                                           
30Ibid., Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e 
31Ibid., Pasal 38 ayat (1) 
32Ibid., Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara beserta penjelasannya, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3344 
33 Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 



Sengketa tidaklepas dari suatukonflik. Dimanaada sengketapasti disituada 

konflik. Begituibanyakikonflik dalam kehidupanisehari-hari. Entah konflikikecil 

ringanibahkan konflikiyangibesar daniberat. Hal iniidialami olehisemuaikalangan, 

karenaihidup iniitidak lepasidariipermasalahan. Tergantungibagaimana kita 

menyikapinya. Kenapa harusmempelajari tentangsengketa. Karena untuk 

mengetahuiilebih dalamibagaimana suatuisengketa ituidanibagaimana 

penyelesaiannya. 

Pengertianisengketaidalam kamus BahasaiIndonesia adalah pertentangan atau 

konflik. Konfliko berartioo adanyao oposisioo atauoo pertentanganoo antaraoo orang-orangoo, 

kelompok-kelompoko, atauo organisasi-organisasio terhadapo satuo obyeko 

permasalahanoo. Pertentangan o atauo konfliko yango terjadio antarao individu-individuo atauo 

kelompok-kelompoko yango mempunyaio hubungano atauo kepentingano yango samao ataso 

suatuo obyeko kepemilikano, yango menimbulkano akibato hukumo antarao satuo dengano 

yango laino.  

Sengketa Kepegawaian adalah sengketa atau perselisihan o yango timbulo sebagaio 

akibato ditetapkannyao Keputusano Tatao Usahao Negarao dio bidango kepegawaiano oleho 

Badano atauo Pejabato yango berwenango mengenaio kedudukano, kewajiban o, hako dano 

pembinaano Pegawaio Negerio Sipilo.Sengketao Kepegawaiano merupakano salaho 

satuobagiano dario sengketao tatao usahao negarao dano keputusan/penetapano dio bidango 

kepegawaiano merupakano objeko sengketao tatao usahao negarao dario Peradilano Tatao 

Usahao Negarao.  

1. Penyelesaian Sengketao KepegawaianoSengketao kepegawaiano merupakano 

keadaano yango tidako dikehendakio oleho setiapo Pegawaio Negerio Sipilo, tetapio 



haruso diselesaikano sesuaio dengano peraturano perundang-undangano yango 

berlakuo, sehinggao yango bersangkutano memperoleho penyelesaiano secarao adilo 

dano obyektifo.Apabilao satuoo pihakoo belumoo merasaoo puasooatasoo keputusanoo dario 

pejabato yango berwenango menghukumo, makao seseorangodapato mengajukano 

upayao administratifo,apabilao belumo memperoleho apao yango diharapkano, 

selanjutnyao dapato menempuho jalano mengajukano keberatano kepadao badano 

peradilano yango lebiho tinggio, yaituo mengajukano keberatano melaluio BAPEKo, 

Peradilano Tatao Usahao Negarao atauo mengajukano Kasasio kepadao Mahkamaho 

Agungo. 

E. Tinjauan Umum tentang Keputusan 

Menurut Kuncoro Purborono beliau menggunakan istilah keputusan sebagai 

terjemahano dario beschikingo. Alasannyao penggunaano istilaho ketetapano ituo sekarango 

sudaho mempunyaio artio yango yuridiso tekniso yaituo sebagaio keputusano MPRo yango 

berlakuo umumo. Karenao ituo menuruto beliauo digunakano istilaho keputusano sebagaio 

terjemahano dario beschikingo dano jugao istilaho keputusano sudaho lazimo digunakano oleho 

administrasio Negaraoo,misalnyaoo surato keputusano dekano,Surato keputusano Pegawaio 

Negerio Sipilo (PNS) o. Ciri-cirio dario keputusano sendirio dibagio menjadio 4o yaituo : 

1.Konkreto : mengaturo orang-orango tertentuo yango identitasnyao disebutkano dio 

dalamo keputusano dano obyeko yango diputuskano adalaho kokreto ,tidako abstrako. 

Subyeko dano Obyeko dalamo keputusano haruso diputuskano dengano tegaso : 

Dalamo halo apao keputusano itu odibuato ? (Obyek)o 

Kepadao siapao keputusano ituo diberikano ? (Subyek)o 



2.Kasuistis, keputusan itu tugasnya menyelesaikan kasus perkasus dimana o 

kasuso yango satuo dengano yango lainnyao berbedao missalo : Surato keputusano 

mendirikano bangunano, Surato Keputusano reklameo, Surato Keputusano 

Pemberhentiano PNSo. 

3.Individual, tidako ditujukano untuko umumo tapio keputusano ituo ditujukano 

kepadao orang-orango tertentuo yango namao dano identitasnyao disebutkano dalamo 

keputusano. Keputusano ituo hanyao berlakuo dano mengikato terhadapo seseorango 

tertentu/berupao orango tertentuo yango namao dano identitasnyao disebutkano dalamo 

keputusano ituo. Apabilao namao yango disebutkano lebiho dario satuo makao tiapo orango 

yango dalamo keputusano ituo haruso disebutkano (nama dan identitasnya)o satuo 

persatuo. 

4.Finalo (keputusano Akhiro), keputusano ituo sudaho mempunyaio akibato hukumo. 

Keputusano ituo melahirkano suatuo hubungano hukumo baruo,keputusano ituo 

menetapkano suatuo statuso sosialo baruo. Keputusano ituo sudaho mendapatkano 

persetujuano dario atasano yango merupakano keputusano akhir.



 


